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PERUBAHAN STATUS KEPESERTAAN PESERTA PEKERJA
BUKAN PENERIMA UPAH DAN PESERTA BUKAN PEKERJA
DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL

(Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan R.I
Nomor 6 Tahun 2016, tanggal 30 November 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR UTAMA
BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN,

Menimbang :

a.

bahwa kepesertaan dalam program Jaminan Kesehat-
an Nasicnal bersifat wajib bagi setiap orang, termasuk
orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bu-
lan di Indonesia, yang telah membayar iuran;

bahwa pembayaran iuran Jaminan Kesehatan
dapat dilakukan oleh Peserta, Pemberi Keija,
Pemerintah atau pihak lain atas nama Peserta
sesuai dengan status kepesertaan;

bahwa untuk menjamin keberlangsungan kepe-
sertaan dalam program Jaminan Kesehatan Na-
sicnal, perlu diatur mekanisme perubahan status
kepesertaan dari satu status kepesertaan ke sta-
tus kepesertaan lain; .

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢,
serta untuk menjalankan ketentuan Pasal 15 Per-
aturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013
tentang Jaminan Kesehatan, perlu menetapkan
Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan tentang Perubahan Status Kepeser-
taan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan
Peserta Bukan Pekerja dalam Penyelenggaraan
Program Jaminan Kesehatan Nasional;

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Neg-
ara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 4456);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Nomor 5256);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012
tentang Penerima Bantuan luran Jaminan Ke-
sehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5372) seb-
agaimana telah diubah dengan Peraturan Pemer-
intah Nomor 76 Tahun 2015 tenritang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun
2012 tentang Penerima Bantuan luran Jaminan
Kesehatan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5746);

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 ten-
tang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) se-
bagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun
2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 62});

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN STA-
TUS KEPESERTAAN PESERTA PEKERJA BUKAN
PENERIMA UPAH DAN PESERTA BUKAN PEKERJA
DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL.
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BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Badan Penyelenggara Jami-

nan Sasial Kesehatan ini yang dimaksud dengan:

1l

(1)

(2)

(3)

Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa per-
lindungan kesehatan agar peserta memperoleh
manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlind-
ungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kese-
hatan yang diberikan kepada setiap orang yang
telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh
pemerintah.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah
badan hukum yang dibentuk untuk menyeleng-
garakan program Jaminan Kesehatan.

Peserta adalah setiap orang, termasuk orang as-
ing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di
Indonesia, yang telah membayar iuran.

luran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang
yang dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi
Kerja, dan/atau Pemerintah untuk program Jami-
nan Kesehatan.

Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan yang
selanjutnya disingkat PBlI Jaminan Kesehatan
adalah fakir miskin dan orang tidak mampu seb-
agai peserta program Jaminan Kesehatan.
Status Kepesertaan adalah pembagian kepeser-
taan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional
yang meliputi Peserta PBlI Jaminan Kesehatan,
Peserta Pekeija Penerima Upah, Peserta Pekerja
Bukan Penerima Upah, Peserta Bukan Pekerja dan
Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerin-
tah Daerah.

BAB Il
PERUBAHAN KEPESERTAAN
’ Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2
Perubahan kepesertaan dapat dilakukan pada se-
luruh status kepesertaan.
Perubahan kepesertaan sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) dilakukan untuk mengakomodir
kebutuhan Peserta dan menjamin keberianjutan
kepesertaan.
Perubahan kepesertaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan secara sendiri-sendiri

(1

(2)

atau berkelompok.

Pasal 3
Perubahan kepesertaan dari satu kepesertaan ke
kepesertaan yang lain dilakukan paling banyak 1
(satu) kali datam (1) satu bulan.
Aktivasi kepesertaan pada status kepesertaan
baru, dimulai pada awal bulan berikutnya.

Pasal 4
Peserta Pekeija Bukan Penerima Upah dan

Peserta Bukan Pekerja dapat berubah status kepeser-
taan menjadi Peserta:

a.
b.
c

{1)

(2)

(1)

(2)

PBI;

Pekeija Penerima Upah; atau

Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Dae-
rah. )

Bagian Kedua
Perubahan Status Kepesertaan Peserta Pekerja
Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan
Pekerja Menjadi Peserta PBI
Pasal 5

Perubahan status kepesertaan Peserta Pekerja
Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pe-
kerja menjadi Peserta PB! sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf a dilakukan terhadap Peserta
Pekeija Bukan Penerima Upah dan Peserta Bu-
kan Pekerja yang memenuhi kriteria sebagai fakir
miskin dan orang tidak mampu.

Perubahan status kepesertaan menjadi Peserta
PBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaku-
kan sesuai dengan ketentuan peraturan peru-
naang-undangan.

Bagian Ketiga
Perubahan Status Kepesertaan Peserta Pekerja
Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan
Pekerja Menjadi Peserta Pekeija Penerima Upah
) Pasal 6
Perubahan status kepesertaan Peserta Pekerja
Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pe-
kerja menjadi Peserta Pekeija Penerima Upah se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b di-
lakukan dengan memperhatikan jumlah anggota
keluarga tertanggung.
Dalam hal jumlah anggota keluarga tertanggung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi
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hak Peserta, anggota keluarga yang dialihkan
hanya sejumlah haknya.

(3) Dalam hal jumlah anggota keluarga melebihi hak
Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat {2),
maka anggota keluarga yang belum ditanggung
sesuai hak Peserta:

a. dialihkan menjadi anggota keluarga tamba-
han; atau

b. tetap terdaftar sebagai Peserta Pekerja Bukan
Penerima Upah atau Peserta Bukan Pekerja.

{4) Perubahan status kepesertaan Peserta Pekeija.

Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekeija
menjadi Peserta Pekerja Penerima Upah dilaku-
kan dengan melengkapi persyaratan pendaftaran
Peserta Pekerja Penerima Upah.

Bagian Keempat
Perubahan Status Kepesertaan Peserta Pekerja
Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan
Pekerja Menjadi Peserta Penduduk yang
Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah
Pasal 7

(1) Perubahan status kepesertaan Peserta Pekeija
Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja
menjadi Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf ¢ dilakukan melalui pendaftaran se-
bagai Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh
Pemerintah Daerah.

{2) Pendaftaran Peserta Penduduk yang didaftarkan
aleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) diatur dalam Perjanjian Kerja Sama
BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Daerah.

BAB I
PERLAKUAN TERHADAP TUNGGAKAN [URAN
JAMINAN KESEHATAN
Pasal 8

{1) Terhadap Peserta derigan tunggakan iuran tetap
dapat dilakukan perubahan status kepesertaan.

{2} Perubahan status kepesertaan sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) tidak menghapuskan ke-
wajiban Peserta untuk melunasi tunggakan iuran
Jaminan Kesehatan.

{3) BPJS Kesehatan tetap melakukan pencatatan dan
penagihan atas tunggakan iuran sebagaimana di-
maksud pada ayat {2) kepada Peserta.

{4) BPJS Kesehatan dalam melakukan penagihan se-

bagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bekerja
sama dengan instansi/lembaga yang berwenang.

Pasal 9
Pada saat Peserta berubah status kepeserta-
an, BPJS Kesehatan:
a. menghentikan penghitungan iuran Peserta pada
status kepesertaan lama; dan
b. mulai melakukan penghitungan iuran Peserta
pada status kepesertaan baru.

Pasal 10

{1) Perubahan status kepesertaan bagi Peserta Pe-
kerja Bukan Penerima Upah atau Peserta Bukan
Pekerja menjadi Peserta Pekerja Penerima Upah
dilengkapi dengan surat pernyataan bermaterai
dan ditandatangani oleh Peserta yang berisi:

a. pengakuan tunggakan iuran; dan ‘
b. kesanggupan untuk melunasi tunggakan iu-
ran.

(2) Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peser-
ta Bukan Pekerja dengan tunggakan iuran dan
berubah status kepesertaan, wajib melunasi tung-
gakan iuran apabila akan kembali menjadi Peserta
Pekerja Bukan Penerima Upah atau Peserta Bukan
Pekerja.

{3) Dalam hal Peserta dengan tunggakan iuran seb-
agaimana dimaksud pada ayat {2} kembali men-
jadi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah atau
Peserta Bukan Pekerja, maka diberlakukan keten-
tuan terkait tata cara pembayaran luran Jaminan
Kesehatan dan pembayaran denda akibat keter-
lambatan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan.

Pasal 11
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pe-
rubahan status kepesertaan dan penagihan tunggakan
iuran diatur dalam Peraturan Direksi BPJS Kesehatan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sos-
ial Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal diundan-
gkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1
Nopember 2016.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Badan Penyelengga-
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- ra Jaminan Sosial Kesehatan ini dengan penempatan-
nya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Nopember 2016
DIREKTUR UTAMA
BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN,
ttd.
FACHMI IDRIS

Diundangkan di Jakarta

pada tanggai 1 Desember 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 1830

(BN)

SISTEM PENCEGAHAN KECURANGAN (FRAUD) DALAM
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

(Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan R.I
Nomor 7 Tahun 2016, tanggal 7 Desember 2016}

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR UTAMA
BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN,

Menimbang :

Bahwa dalam rangka melaksanakan keten-
tuan Pasal 46A Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pres-
iden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 ten-
tang Jaminan Kesehatan, perlu ditetapkan Peraturan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ten-
tang Sistem Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam |

Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik In-
donesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi {Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomar 4286);
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Neg-
ara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4456); _
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2011 Nomor
116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Nomor 5256);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 ten-
tang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29} se-
bagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun
2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomer 62);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun
2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan
dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kes-
ehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun




